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1. PENDAHULUAN

Pendidikan Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nasional di Indonesia [1], sesungguhnya
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan
masyarakat yang adil dan makmur [2]. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara
sisitematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan
fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat [3]. Keberhasilan
pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara
menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut [4].

Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka
salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari para aparat pelaksana pembangunan
[5]. Koordinasi [6] sebagai salah satu cara untuk untuk mempersatukan usaha dari setiap
penangung jawab pelaksanaan pembangunan atau unit kerja yang ada disuatu daerah guna
menggalakan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi
daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan [7], sehingga tujuan dari pelaksanaan
pembangunan pada suatu derah dapat tercapai [8].

Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai
pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan
kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan
mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah
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dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan [9].Usaha yang dapat dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan
dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat [10]. Penetapan mekanisme dalam suatu
kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang
harmonis [11].

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan
aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan
serta konflik yang merusak [12]. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana
pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki [13].
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab
pelaksanaan pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai
suatu tujuan [14].

Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi
pembiayaan dan efektif dari segi hasil [15]. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena
akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua bela
pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Seperti yang diamanatkan dalam UU No.
32/2004, tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaanya harus berorientasi kebawah dan
melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan pelaksanaan
pembangunan di tingkat daerah, dengan cara ini akan mampu menyerap partisipasi masyarakat
hingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan
masyarakat banyak [16].

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai aspek
atau hal-hal yang berkaitan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan
[17]. Asumsi para pakar yang berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi
masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal [18].
Semangkin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula
tingkat keberhasilan akan dicapai [19].

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator
utama dan menentukan keberhasilan pembangunan [20]. Hal ini menunjukkan partisipasi
masyarakat dan pembangunan berencana merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan
[21]. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan
pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah
pantas masyarakat terlibat di dalamnya [22].

Menurut Conyers [23], terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi
sangat penting dalam pembangunan, yaitu : Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa
masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan
dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk
proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat
dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri [24].

Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama [25], serta kemungkinan besar akan banyak
sekali pihak-pihak yang menentang pembangunan itu. Defenisi partisipasi yang berlaku di
kalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat
untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan
tujuannya oleh pemerintah [26].

Aparatur perencana dan pelaksana menggunakan suatu konsep hirarkis dalam menyeleksi
pembangunan pedesaan pada prakteknya. Di dalam proses pembangunan itu terlihat ada satu hal
yang terjadi dalam interaksi antara para pelaksana pembangunan dan rakyat, yaitu tentang
bagaimana para aparat pembangunan melihat usulan-usulan pembangunan. Dalam pikiran para
aparat pelaksana terdapat ‘“hierarki proyek pembangunan” tersebut, dimana proyek yang datang

1692 | Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Kotamobagu (Hamdi Gugule)



Jurnal llmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

dari pemerintahan dan proyek yang direncakanan pemerintahan adalah benar-benar proyek yang
mencerminkan “kebutuhan rakyat”, dan karena merupakan kebutuhan maka proyek pemerintah
itu harus dilaksanakan. Sedangkan apa yang diusulkan oleh rakyat hanya merupakan “keinginan”,
bukan mencerminkan hal yang benar-benar harus ada. Karena merupakan keinginan, maka pada
umumnya proyek-proyek yang diusulkan oleh rakyat selalu akan diganti dengan usulan-usulan
proyek yang digolongkan sebagai proyek “kebutuhan” dan memperoleh prioritas rendah.

Selanjutnya, menurut Soetrisno [27] yang menjadi permasalahan dari segi sosial politik
dalam pelaksanaan pembangunannya pada negara sedang berkembang termasuk Indonesia,
adalah munculnya suatu gejala dimana pemerintah menempatkan pembangunan bukan lagi
sebagai pekerjaan rutin suatu pemerintah, melainkan telah diangkat kedudukannya sebagai suatu
ideologi baru dalam negara. Perubahan ini mempunyai segi positif dan negatif. Aspek positifnya
adalah dengan dijadikannya pembangunan sebagai suatu ideologi dalam suatu negara, maka
pembangunan akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan pelestariannya
harus dijaga oleh semua warga negara. Dengan kata lain, pembangunan harus dihayati oleh semua
warga negara, seperti kita menghayati ideologi negara. Akan tetapi karena pembangunan telah
menjadi sebuah ideologi, maka pembangunan itu telah menjadi sesuatu yang suci sehingga tidak
bebas untuk dikritik, lebih-lebih untuk dikaji ulang guna mencari alternatifnya [28].

Di Indonesia pendekatan pembangunan dengan mengikutsertakan warga mulai tumbuh
pada awal pelita VI yang ditandai dengan munculnya program-program penanggulangan
kemiskinan yang menggunakan pola atau skema tindakan serangan langsung yang lebih
subtansial terhadap permasalahan [29]. Contoh skema tindakan yang dimaksud antara lain
kegiatan—kegiatan seperti pemetaan kantong kemiskinan dan penerapan Inpres Desa Tertinggal.

Ada beberapa tujuan dari keikutsertaan warga secara langsung dalam tindakan program
yaitu, Pertama, agar bantuan efektif karena sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak,
kemampuan dan kebutuhan sendiri. Kedua, meningkatkan keberdayaan mereka dengan
pengalaman dalam melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mempertanggung-jawabkan
upaya peningkatan diri dan ekonominya [30].

Begitu juga setelah desentralisasi menjadi sebuah keputusan pemerintah, yang artinya
peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam
pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat.
Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk dapat
memperkuat jaringan dan dapat mengintegrasikan seluruh jaringan dan kelompok sosial yang ada
dalam masyarakat ke dalam sebuah wujud kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosis
mutualisme).

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai
wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana menurut pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 Kabupaten/Kota pada disebutkan bahwa
lingkup kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas [31]:

Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Penanggulangan Masalah Sosial

Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengendalian Lingkungan Hidup

Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang

Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil

Pelayanan Dalam Penanaman Modal

10 Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya

11. Pengembangan dan Pelestarian Budaya

12. Hubungan Harmonis Antara Pemerintah : Induk, Tetangga, Provinsi dan Pusat.
Kecenderungan untuk menerapkan prinsip desentralisasi membuat daerah-daerah lebih

CoNoA~AWNE
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memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Fokus perhatian
pemerintah (eksekutif) pun mulai memberikan peluang yang sangat besar untuk munculnya
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara eksplisit ditegaskan bahwa penerapan
otonomi daerah secara mendasar adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat. Dalam kajian mengenai partisipasi
masyarakat dalam otonomi daerah mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal
yang krusial dan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah [32].

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Bab Il pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk [33]:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin tercipatanya integrasi, sinkroniasasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,

antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. Artinya adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan
pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif [34].

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi
daerah terdapat 5 ruang lingkup perencanaan daerah, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat
Daerah, yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down - bottom up guna
terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan [35].

Berdasakan uraian yang melatari pemikiran di atas maka dalam pelaksanaan pembangunan
yang telah berjalan selang 3 (tiga) tahun) kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota pilihan rakyat
yang pertama, merasa perlu dilakukan studi terhadap persepsi masyarakat dalam melihat
implementasi pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik.
(aspek perencanaan).

o s

2. METODE PENELITIAN

Studi ini pada dasarnya merupakan kajian kebijakan [36], karena hasilnya diharapkan
mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kota kotamobagu. Secara
metodologis penelitian ini bersifat eksploratif kualitattif [37], dalam arti bahwa penelitian ini
berupaya menggali dan menemukan sampai sejauh mana dan seperti apa persepsi masyarakat
Kota Kotamobagu terhadap pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) tahun terakhir. Disamping itu
penelitian ini berupaya juga untuk menggambarkan secara detail kondisi-kondisi nyata yang
ditemukan dilapangan baik melalui hasil pengamatan maupun melalui kuesioner yang diedarkan
kepada responden.

Juga yang dianggap urgen dalam pengumpulan data ini adalah penggunaan metode
kualitatif melalui proses penelusuran wawancara kepada para informan guna mendapatkan
penjelasan dan pengungkapan menurut hati nurani mereka dan kondisi emik yang mereka rasakan
(fenomenologis), terhadap program pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan
dilaksanakan di Kota Kotamobagu. Kajian ini secara sosiologis mengunakan pula metode
verstehen dengan tujuan mencari makna terhadap persepsi masyarakat yang berkembang di Kota
kotamobagu saat ini.

Teknik pengumpulan data berupa pra survey, observasi lapangan, wawancara, dan angket
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[38]. Pra Survay, teknik ini digunakan untuk pengumpulan data awal dilapangan untuk
mendapatkan gambaran tentang karakteristik responden dan pola sebaran ditingkat kecamatan
dan desa.. Dengan data awal ini akan ditentukan kemudian mengenai langkah-langklah dalam
penyusunan prioritas pengumpulan data. Observasi Lapangan, teknik ini digunakan oleh tim
penyusun sekaligus tim studi untuk turun secara langsung dilapangan dalam proses pengamatan
tentang perkembangan karakter dan permasalahan pembangunan. Tim akan mendatangi sumber-
sumber yang dapat memberikan keterangan dan informasi tentang program pembangunan.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan dan
responden yang memahami tentang keadan dan sistuasi pembangunan di Kota di
Kotamobagu. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan
variabel dan indikator tentang persepsi masyarakat terhadap pelaskanaan pembangunandi
Kota Kotamobagu. Teknik ini menjadi alat utama pengumpul data dari 160 responden yang
tersebar di 32 desa/kelurahan diKota Kotamobagu.

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang diangkat dalam studi ini, maka analisis yang akan
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola penafsiran berdasarkan
persepsi dari masyarakat. Semua data yang diperoleh dari lapangan khususnya pada kuaesioner
yang diedarkan akan dikategorikan berdasarkan sifat dan karakter dari substansi pokok penelitian
yang kemudian dibuatkan dalam bentuk tabel dan diberikan penafsiran. Disamping itu terhadap
data-data yang digali dengan pendekatan eksploratif akan disajikan dalam uraian untuk
mendukung penarikan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi
daerah terdapat 5 ruang lingkup perencanaan daerah, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat

Daerah, yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down - bottom up guna

terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan, yang kemudian

dimimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.
Manfaat yang diharapkan dari Kajian Persepsi masyarakat terhadap pembangunan di Kota

Kotamobagu adalah sebagai berikut:

a. Sebagai acuan dalam program perencanaan pembangunan kedepan terutama berhubungan
dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan dan implementasi program
pembangunan di kota kotamobagu.

b. Dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan serta pertimbangan dalam menyusun
anggaran pendapatan belanja daerah, karena memuat berbagai masukkan terhadap perbaikan
pembangunan serta arah kebijakan pemerintahan di Kota Kotamobagu

c. Menjamin adanya perbaikan perencanaan terhadap kebijakan pengembangan pembangunan
karena merupakan komitmen pemerintah.serta Menjamin konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan pembangunan kota

Setelah melakukan penelitian maka peneliti mendapatkan beberapa temuan berkaitan
dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu, sebagai
berikut:

1. Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini berjumlah 165 responden
yang terdiri dari 5 tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberikan
pandangan sekaligus penilaian terhadap program pembangunan yang dilaksanakan di Kota
kotamobagu. Dari aspek keterwakilan perempuan ditetapkan 30% atau sekitar 50 orang
sedangkan sisanya adalah responden pria. Dari segi pendidikan responden sebagai besar
berpendidikan Sekolah menengah Atas (SMA sekitar 62,2%) sedangkan yang berpendidikan
Perguruan Tinggii sekitar 20%, lainnya 17,8% adalah SMP dan sebagian kecil SD.
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2.

Tanggapan terhadap Perubahan (Kemajuan) Pembangunan

Dari semua responden mengemukakan bahwa terjadi perubahan kemajuan dalam
pembangunan secara signifikan dan hal ini menurut responden sangat baik dalam
pembangunan di Kota Kotamobagu. Sebagai perbandingan yaitu sebelum adalah pemekaran
di kota kotamobagu jalan-jalan yang ada di pusat kota belum ada yang diperbaiki seperti
dengan kondisi sekarang ini. Disamping itu sambutan masyarakat terhadap program
pembangunan juga termasuk positif, hal ini terlihat dari dukungan terhadap pelebaran jalan
tanpa meminta ganti rugi bagi pemerintah.

Klasifikasi Pembangunan yang Menononjol

Masyarakat menilai bahwa (100%) pembangunan yang sangat berpengaruh langsung
terhadap aktivitas kehidupan bermasyarakat adalah pembuatan jalan. Pelbaran jalan menurut
masarakat sangat memudahkan bagi mereka dalam kegiatan perekonomian dan kegiatan
sosial. Disamping itu masyarakat menilai bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan
dan pembangunan dalam bidang kesehatan terutama dengan beroperasinya Rumah Sakit
Umum Kota Kotamobagu yang terletak di Desa Pobundayan, juga termasuk dalam kegiatan
yang menonjol dalam pembangunan tiga tahun berjalan pemeritahan Kota kotamobagu.
Program Pembangunan yang Perlu dikembangkan ke Depan

Dari keseluruhan responden penelitian menilai mengenai program pembangunan yang
akan diimplementasikan kedepan bervariasi yaitu untuk pembangunan bidang pertanian
24,24%, untuk pembangunan pendidikan 36,36%, untuk pembangunan bidang kesehatan
30,30% sedangkan untuk pembangunan bidang lainnya seperti pemberdayaan perempuan.
Menyimak jawaban tersebut ternyata bahwa persepsi masyarakat untuk kegiatan
pembangunan kedepan lebih cenderung pada bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Khususnya untuk pertanian berkaitan dengan kedudukan Kota kotamobagu sebagai urban,
maka untuk bidang pertanian masih tetap dipertahankan karena dari aspek lingkungan kondisi
ini berhubungan dengan terpeliharanya daerah resapan air. Juga dalam tata ruang wilayah
Kota Kotamobagu dan RPJPD kota kotamobagu masih ditegaskan bahwa untuk areal
pertanian khususnya sawah masih dipertahakan 20 tahun kedepan.

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional dan pembangunan
Pasar Modern

Kedudukan Kota Kotamobagu yang diapit oleh empat Kabupaten Bolaang Mongondow
raya, sangat menguntungkan secara ekonomi, dan hal ini disadari oleh masyarakat Kota
Kotamobagu. Dari seluruh responden, 97 % menyatakan bahwa dalam mewujudkan visi dan
misi pembangunan Kota sangat setuju terhadap pembangunan pasar modern. Sedangkan 3%
meyatakan dipertimbangkan.  Dari data tersebut maka proses pembangunan dan
pengembangkan ekonomi Kota Kotamobagu mendapat dukungan dari masyarakat Kota
Kotamobagu..

Penertiban dan penataan Kota Indah dan Hijau.

Penertiban dalam keindahan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan pada saat Kota
kotamobagu mendapat penghargaan adipura dari pemerintah pusat. Untuk penataan ini
khususnya yang berkaitan dengan penataan lalulintas bentor masyarakat mengemukakan
sangat setuju. Penataan dimaksud untuk menghindari kemacetan dan kesemrautan lulintas di
pusat Kota. Pemerintah Kota tidak bermaksud untuk menghilangkan jenis kendaraan bentor
di Kota Kotamobagu, hanya menata lulintas di sektor-sektor jalan tertentu.

Dari keseluruhan tanggapan masyarakat yang berhubungan dengan persepsi
masyarakat terhadap pembangunan Kota Kotamobagu 3 tahun berjalan pemerintahan Kota,
ternyata disambut positif olen masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa jawaban yang
dikemukakan oleh anggota masyarakat mulai dari pembangunan sarana dan prasarana jalan,
jembatan, serta penataan potensi ekonomi masyarakat. Juga yang berkaitan dengan
transportasi terutama penataan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Jika
dibandingkan kondisi awal Kota Kotamobagu pada saat dimekarkan terdapat perbedaan yang
besar tentang pelaksanaan pembangunan. Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan
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pasar tradisional di Desa Poyowa Becil dan Desa Genggulang pada dasarnya didukung oleh
masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi konsentrasi lalulintas diperkotaan serta
terjadi pengembangan potensi secara ekonomi antara Kotamobagu bagian Utara dan
Kotamobagu bagian selatan.

Disamping pembangunan secara fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Kota juga
mempersiapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu seperti
perencanaan sosial untuk mengantisipasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan kota,
pengangguran serta masalah yang berkaitan dengan adat dan budaya daerah.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang persepsi
masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu, sebagai berikut:
karakteristik responden, tanggapan terhadap perubahan (kemajuan) pembangunan, klasifikasi
pembangunan yang menononjol, program pembangunan yang perlu dikembangkan ke depan,
pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi regional dan pembangunan pasar modern, dan
penertiban dan penataan kota indah dan hijau.
5. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya
untuk melakukan pengembangan penelitian berkaitan sejauhmana efektifitas program KKN
MBKM ini terutama terhghadap masyarakat, sekolah, perkantoran atau dimanapun mahasiswa
ditempatkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

6. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga yang telah mensupport saya dalam penelitian
artikel ini dan dalam merampungkan artikel ini. Selanjutnya terimakasih kepada tim peneliti
mner Romi Mesra yang sangat membantu dalam menyelesaikan artikel ini serta kepada semua
mahasiswa yang ikut terlibat dalam penelitian maupun penyelesaian artikel ini.
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